
a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan akuntansi 
berbasis akrual, khususnya yang berkaitan dengan 
pengelolaan persediaan serta pengeluaran belanja untuk 
membiayai renovasi aset tetap yang bukan milik 
Pemerintah Kabupaten Wonogiri maka Peraturan Bupati 
Wonogiri Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 
Wonogiri Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
atas lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 34 Tahun 
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Wonogiri perlu ditinjau kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Ketiga atas Lampiran Peraturan Bupati 
Wonogiri Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WONOGIRI, 

Menimbang 

TENT ANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI 

NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 
KABUPATEN WONOGIRI 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 
Tanggal 8 Agustus 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

Mengingat 



14.Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 30 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas lampiran Peraturan Bupati Wonogiri 

Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 Nomor 30); 

15.Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 68 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati 

Wonogiri Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri ( Serita 

Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 68 ); 

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

13.Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 34 Tahun 2014 Tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri 

(Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 

172) ; 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara 

Repu blik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 



2. Pada angka romawi III. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN huruf A. Aset angka 
2. Aset Tetap setelah huruf d. Penyusutan Aset Tetap ditambahkan huruf e. 
Aset Tetap Renovasi, yang berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalarn Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 34 

Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri 

(Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 172) yang telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 68 Tahun 2016 

tentang Perubahan kedua atas lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 34 
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri 
diu bah sebagai beriku t: 

l. Angka romawi III. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN huruf A. Aset angka 1 Aset 
Lancar huruf d. Persediaan angka 1) Pencatatan Persediaan diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 
d. Persediaan 

1) Pencatatan persediaan 
Pencatatan persediaan dilakukan dengan: 
a) Metode Perpetual 

Metode perpetual digunakan untukjenis persediaan obat- obatan di 
RSUD, Dinas Kesehatan serta pupuk di Dinas Pertanian, yang 

bersifat continues dan membutuhkan kontrol yang besar. Dengan 
metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang 
masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter 
update. 

b) Metode Periodik 

Metode periodik, digunakan untuk persediaan selain obat-obatan di 
RSUD, Dinas Kesehatan serta pupuk di Dinas Pertanian yang 
penggunaannya sulit diidentifikasi, misalnya: Alat Tulis Kantor 
(ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat 
terjadi penarnbahan, sehingga tidak meng-update jumlah 
persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan 
stock opname pada akhir periode. 

Pasal I 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 34 

TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

Menetapkan 



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

e. Aset Tetap-Renovasi. 

Aset Tetap-Renovasi adalah aset tetap yang berasal dari kapitalisasi 

pengeluaran biaya untuk renovasi (termasuk biaya pembuatan partisi 

ruangan kantor) aset tetap yang bukan milik Pemerintah Kabupaten 

Wonogiri (misalnya: disewa atau dipinjam dari pihak ketiga atau milik 

entitas lain) dan dikategorikan sebagai Aset Tetap Lainnya. 

1) Pengakuan 
Pengakuan Aset Tetap Renovasi adalah sebagai berikut: 
a) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi 

dan/ atau sosial aset tetap yang bersangkutan, misalnya perubahan 
fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya 
naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap 
Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak 
menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Behan 
Operasional. 

b) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun, dan 
memenuhi kriteria butir a) di atas, biaya renovasi dikapitalisasi 
sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik 
renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut 
diperlakukan sebagai beban operasional. 

2) Pengukuran 
Biaya perolehan Aset Tetap Renovasi meliputi biaya langsung dan tidak 
langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa 
peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, 
dan jasa konsultan. 

3) Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Lainnya 
a) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut 

dikurangi akumulasi penyusutan. 
b) Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan 

umur ekonomik mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset 
dengan jangka waktu sewa/ pin jam. 

c) Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap. 



49 

BUPATI WONOGIRV 

Diundangkan di Wonogiri 

pada tanggal 20 September 

Di tetapkan di Wonogiri 

pada tanggal 20 September 2018 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri. 


